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Abstrak 
Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan aturan hukum 
di masyarakat. Kepolisian sebagai penyidik bertugas mengumpulkan barang bukti 
serta informasi terkait tindak pidana yang terjadi. Salah satu tindak pidana yang 
menjadi perhatian adalah penggelapan dana peserta qurban. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan 
dana peserta qurban di Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi, kendala yang 
dihadapi, serta upaya penyelesaian yang dilakukan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan 
analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam KUHAP. Namun, terdapat 
kendala seperti kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, tersangka yang melarikan 
diri, serta keterbatasan sumber daya dalam proses penyidikan. Untuk mengatasi 
kendala tersebut, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, 
meningkatkan pengawasan terhadap tersangka, serta memanfaatkan teknologi 
dalam penyelidikan. 
 
Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Penggelapan, Dana Qurban 
 
PENDAHULUAN 
Hukum memiliki daya mengikat yang kuat untuk mengatur masyarakat, termasuk 
dalam menangani tindak pidana. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum 
bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna 
menegakkan keadilan. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan terhadap 
harta benda yang dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan 
dana qurban. 
 
Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum 
pidana. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan 
tersangka guna melanjutkan perkara ke tahap penuntutan. Dalam kasus 
penggelapan dana peserta qurban, proses penyidikan harus dilakukan secara 
cermat agar dapat mengungkap fakta yang akurat dan membawa pelaku ke hadapan 
hukum. 
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Tindak pidana penggelapan dana peserta qurban menjadi perhatian karena 
menyangkut kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah. Kejahatan ini 
menimbulkan kerugian materiil bagi peserta qurban dan merusak citra pengelola 
qurban yang seharusnya menjalankan amanah dengan baik. Oleh karena itu, penting 
untuk memahami bagaimana proses penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian 
dalam menangani kasus ini. 
 
Dalam konteks penegakan hukum, polisi memiliki peran penting sebagai penyidik 
utama. Penyidikan dilakukan melalui serangkaian tahapan yang meliputi pelaporan, 
pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi, hingga pelimpahan perkara ke 
kejaksaan. Keberhasilan penyidikan bergantung pada berbagai faktor, termasuk 
kelengkapan alat bukti dan efektivitas koordinasi dengan pihak terkait. 
 
Namun, pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan tidak selalu berjalan 
tanpa hambatan. Kendala yang dihadapi dapat berasal dari berbagai aspek, seperti 
sulitnya memperoleh alat bukti, tersangka yang melarikan diri, serta keterbatasan 
sumber daya manusia dan teknologi dalam mendukung proses penyelidikan. Oleh 
karena itu, penting untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam penyidikan 
kasus ini. 
 
Kasus penggelapan dana qurban yang terjadi di Kota Bukittinggi pada tahun 2022 
menjadi contoh konkret bagaimana tindak pidana ini dapat merugikan masyarakat. 
Dengan total kerugian mencapai Rp. 250.000.000, kasus ini melibatkan tersangka 
yang menawarkan hewan qurban kepada beberapa kelompok masyarakat, 
menerima pembayaran, namun tidak menyerahkan hewan yang dijanjikan. 
Kejadian ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan mendorong aparat 
kepolisian untuk bertindak cepat dalam menangani kasus tersebut. 
 
Dalam pelaksanaan penyidikan, Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi telah 
melakukan berbagai langkah untuk mengungkap kasus ini. Penyidik telah 
mengumpulkan bukti dari para korban, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, 
serta menetapkan tersangka yang sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil 
ditangkap. Upaya penyidikan ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam 
menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban. 
 
Dengan memahami pelaksanaan penyidikan dalam kasus ini, diharapkan dapat 
memberikan wawasan bagi aparat penegak hukum serta masyarakat dalam 
menghadapi tindak pidana penggelapan. Penelitian ini akan membahas secara lebih 
mendalam mengenai tahapan penyidikan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang 
dilakukan dalam menangani kasus penggelapan dana peserta qurban. 
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. 
Metode yuridis empiris bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan 
dalam kenyataan, terutama dalam pelaksanaan penyidikan kasus penggelapan dana 
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peserta qurban di Unit Reserse Kriminal Polres Kota Bukittinggi. Metode ini 
memungkinkan analisis terhadap praktik penyidikan yang dilakukan aparat 
kepolisian dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. 
 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan penyidik 
yang menangani kasus ini serta studi dokumen yang meliputi peraturan perundang-
undangan, laporan penyidikan, dan putusan pengadilan terkait. Wawancara dengan 
penyidik memberikan informasi faktual mengenai kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan penyidikan, sementara studi dokumen digunakan untuk memahami 
landasan hukum dan prosedur yang diterapkan dalam menangani perkara ini. 
 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan 
mendeskripsikan temuan yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. 
Teknik ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan bagaimana penyidikan 
dilakukan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya yang 
telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus 
penggelapan dana peserta qurban. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pelaksanaan Penyidikan 

Proses penyidikan tindak pidana penggelapan dana peserta qurban dilakukan 
melalui beberapa tahapan yang dimulai dari laporan polisi. Laporan ini berasal 
dari para korban yang merasa dirugikan akibat penggelapan dana yang dilakukan 
oleh pelaku. Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan penyelidikan awal 
guna mengumpulkan informasi yang mendukung pembuktian kasus. 
 
Tahap selanjutnya adalah penyelidikan, di mana penyidik mencari alat bukti awal 
berupa dokumen transaksi, keterangan saksi, dan rekaman komunikasi yang 
berkaitan dengan dugaan tindak pidana penggelapan. Penyidik juga melakukan 
pemeriksaan terhadap pengurus panitia qurban yang menjadi korban untuk 
memperoleh kronologi kejadian secara jelas. 
 
Setelah penyelidikan awal dilakukan dan bukti awal dianggap cukup, penyidik 
meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik 
mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka dan saksi-saksi 
tambahan, serta mengumpulkan alat bukti lain yang dapat memperkuat kasus. 
 
Penyidik juga melakukan penggeledahan di lokasi yang diduga berkaitan dengan 
kasus untuk menemukan barang bukti tambahan. Jika bukti yang dikumpulkan 
telah mencukupi, maka tersangka dapat segera ditetapkan dan dilakukan 
penahanan guna mempercepat proses hukum lebih lanjut. 
 
Setelah semua tahapan penyidikan selesai, berkas perkara disusun untuk 
diserahkan kepada kejaksaan guna proses lebih lanjut di pengadilan. Jika berkas 
telah dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka kasus akan dilimpahkan untuk 
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dilakukan penuntutan. Dalam beberapa kasus, keterlambatan dalam penyidikan 
dapat mempengaruhi kelancaran proses hukum. Oleh karena itu, kepolisian perlu 
memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara efektif dan efisien agar keadilan 
bagi para korban dapat segera diwujudkan. 
 
Koordinasi antara kepolisian dan jaksa penuntut umum juga berperan penting 
dalam memastikan bahwa kasus dapat berjalan lancar hingga ke tahap 
persidangan. Komunikasi yang baik antar aparat penegak hukum sangat 
diperlukan guna menghindari kendala dalam pengelolaan berkas perkara. 
 

2. Kendala dalam Penyidikan 
Dalam pelaksanaan penyidikan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh 
penyidik. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam memperoleh alat 
bukti yang dapat memperkuat kasus. Tidak semua saksi bersedia memberikan 
keterangan yang jelas, sementara dokumen transaksi terkadang tidak lengkap 
atau telah dimanipulasi oleh pelaku. 
 
Kendala berikutnya adalah pelaku yang melarikan diri setelah menerima dana 
dari peserta qurban. Hal ini memperlambat proses penyidikan karena polisi 
harus mencari keberadaan tersangka terlebih dahulu sebelum bisa melanjutkan 
proses hukum lebih lanjut. 
Selain itu, keterbatasan sumber daya dalam bentuk tenaga penyidik yang 
terbatas juga menjadi tantangan. Banyaknya perkara yang ditangani oleh 
kepolisian menyebabkan penyidik harus membagi fokus antara berbagai kasus 
yang sedang berjalan. 
 
Tidak hanya itu, minimnya penggunaan teknologi dalam pelacakan dana yang 
digelapkan juga menjadi tantangan. Pelaku sering kali menggunakan metode 
yang sulit dilacak seperti transaksi tunai atau menggunakan pihak ketiga untuk 
menyembunyikan aliran dana hasil kejahatan. 
 
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana juga menjadi 
hambatan. Beberapa korban enggan melapor karena takut terhadap dampak 
sosial atau karena kurangnya pemahaman mengenai hak mereka dalam sistem 
peradilan pidana. 

 
3. Upaya Penyelesaian 

Untuk mengatasi kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, penyidik melakukan 
koordinasi dengan berbagai instansi seperti perbankan dan lembaga keuangan 
guna mendapatkan informasi terkait transaksi yang mencurigakan. 
 
Dalam menghadapi tersangka yang melarikan diri, kepolisian menerbitkan 
Daftar Pencarian Orang (DPO) dan berkoordinasi dengan kepolisian daerah lain 
untuk melacak keberadaan tersangka. Selain itu, penyidik juga memanfaatkan 
informasi dari masyarakat untuk membantu dalam pencarian pelaku. 
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Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya, kepolisian melakukan kerja 
sama dengan unit kepolisian lainnya serta melibatkan ahli dalam bidang 
keuangan dan forensik untuk mempercepat proses penyidikan. 
 
Pemanfaatan teknologi juga menjadi solusi dalam mempercepat proses 
penyelidikan. Dengan menggunakan alat analisis keuangan digital dan sistem 
pencatatan transaksi elektronik, penyidik dapat melacak aliran dana secara lebih 
efektif guna mengumpulkan bukti yang lebih kuat. 
 
Selain itu, program edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya 
melaporkan tindak pidana juga perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan 
pemahaman bahwa pelaporan kasus kejahatan akan membantu mempercepat 
proses hukum dan mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. 
 
Dengan berbagai upaya tersebut, kasus penggelapan dana peserta qurban dapat 
diselesaikan dengan lebih cepat dan transparan, sehingga kepercayaan 
masyarakat terhadap kepolisian dalam menegakkan hukum semakin meningkat. 

 
PENUTUP  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan 
tindak pidana penggelapan dana peserta qurban di Unit Reserse Kriminal Polres 
Kota Bukittinggi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. 
Meskipun demikian, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam proses 
penyidikan, seperti kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, tersangka yang 
melarikan diri, serta keterbatasan sumber daya dalam menangani kasus ini. Untuk 
mengatasi kendala tersebut, kepolisian melakukan berbagai upaya, termasuk 
koordinasi dengan instansi terkait, penerapan teknologi dalam penyelidikan, serta 
peningkatan pengawasan terhadap tersangka. 
 
Dengan adanya langkah-langkah yang telah diterapkan, efektivitas penyidikan 
diharapkan dapat meningkat sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan 
lebih optimal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelaporan 
tindak pidana juga perlu terus dilakukan guna mencegah terulangnya kasus serupa 
di masa mendatang. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam 
menegakkan hukum juga menjadi faktor penting yang harus dijaga agar sistem 
peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan memberikan rasa keadilan bagi 
seluruh pihak yang terlibat. 
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